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ABSTRAK :  - bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang memberi maupun menerima 
bantuan atau sumbangan, serta harta hibahan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 
(1) huruf d angka 4 dan ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bantuan atau 
Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 
No. 133, TLN No. 4893); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres 
RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 
2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI                      
No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);  

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai hibah, bantuan, atau sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 
untuk menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan.  

Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan objek 
Pajak Penghasilan bagi Pihak pemberi. Namun demikian, dikecualikan sebagai objek Pajak 
Penghasilan sepanjang hibah, bantuan, atau sumbangan diberikan kepada  keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat,badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 
termasuk Yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dan tidak 
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara Pihak-Pihak 
yang bersangkutan. 

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ini diatur pula ketentuan bagi pihak pemberi dan ketentuan 
bagi pihak penerima.  

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal                     
21 Juli 2020. 

  - Lampiran halaman 13 – 20. 

    

 


